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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
memahami bagaimana pengaturan pemberhentian
perangkat desa menurut Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 dan untuk mengetahui dan memahami
bagaimana implementasi mengenai pemberhentian
perangkat desa di Desa Tandengan Satu. Dengan
menggunakan metode penelitian normatif, dapat
ditarik kesimpulan yaitu 1. Pemberhentian
Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Pemberhentian harus dilakukan sesuai dengan
mekanisme yang ditetapkan, dan tidak boleh
dilakukan secara sepihak atau tanpa alasan yang
kuat. 2. Implementasi Pemberhentian Perangkat
Desa di Desa Tandengan Satu, Kecamatan Eris
dalam hal Pasal 5 ayat (1) tentang berkonsultasi
dengan camat terkait pemberhentian Perangkat
Desa Kepala Desa telah melakukan hal tersebut.
Namun berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan maka berdasarkan wawancara tersebut
disimpulkan bahwa Kepala Desa memberhentikan
Perangkat Desa hanya berdasarkan karena
Perangkat Desa sudah tidak sinegritas lagi dengan
Kepala Desa, maka pemberhentian yang dilakukan
tidak berdasarkan karena terjadi pelanggaran atas
larangan-larangan yang tertulis pada Pasal 6 ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
tahun 2017.

Kata Kunci : pemberhentian perangkat desa, desa
tandengan satu kabupaten minahasa

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1
ayat 1 menyebutkan bahwa “Desa merupakan desa
dan desa adat yang disebut desa adalah kesatuan
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hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan praaksara masyarakat, hak asal usul
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.®

Terbentuknya desa sebagai tempat tinggal
kelompok terutama disebabkan karena naluri
alamiah untuk mempertahankan kelompok. Dalam
kelompok tersebut terjalin sendi-sendi yang
melandasi hubungan-hubungan antar sesama
warga berdasarkan hubungan
kekerabatan/kekeluargaan, karena tinggal dan
memiliki kepentingan yang sama. Desa memiliki
beberapa istilah penyebutan yaitu Kampung (Jabar,
Papua), Dusun (Yogyakarta)) dan Wanua
(Minahasa). Sejarah pedesaan adalah sejarah yang
secara khusus meniliti tentang desa atau pedesaan,
masyarakat petani, dan ekonomi petani. Desa
sebagai masyarakat hukum biasanya mengalami
perkembangan dalam jangka waktu tertentu, yang
kemudian dari sebuah induk desa pecah menjadi
anak-anak desa yang memisahkan diri guna
membentuk kelompok baru dengan kesatuan
tempat tinggal tersendiri. Hal ini disebabkan
bedasarkan  adanya perkembangan jumlah
penduduk, sehingga terdapat adanya kebutuhan
akan badan (organisasi) baru guna memudahkan
(efisiensi) pengurusan kepentingan warga desa
yang bersangkutan.

Desa memiliki pemerintahan yang merupakan
organisasi yang memiliki kewenangan untuk
membuat dan menerapkan hukum serta Undang-
undang di wilayah tertentu. Selain itu,
perkembangan pemerintahan ditentukan oleh
perkembangan masyarakat yang disebabkan oleh
faktor-faktor lain seperti pertambahan dan tekanan
penduduk, ancaman perang atau penjarahan yang
dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat
terhadap kelompok masyarakat yang lain dan hal
yang menjadi faktor pemicu perkembangan
pemerintahan yaitu penguasaan oleh suatu
pemerintahan atau negara. Seiring perkembangan
zaman, membuat kelompok-kelompok manusia
menjadi lebih modern dan maju. Setiap perjalan
sejarah manusia, selalu meninggalkan jejak aspek
kehidupan baik politik, sosial dan ekonomi.
Dengan demikian pada saat membicarakan tentang
sejarah pedesaan berarti membicarakan kehidupan
masa lalu umat manusia yang banyak
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meninggalkan sejarah yang dapat dilihat dan
diteliti.

Struktur pemerintahan desa yang memiliki
wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan
didesa, kepala desa dalam menyelenggarakan
dibantu oleh perangkat desa seperti Sekertaris
Desa, Kepala Urusan / Kaur (Tata Usaha dan
Umum, Keuangan, Pemerintahan), Kepala seksi /
Kasi (Pemerintahan, Kesejahtraan, Pelayanan),
Kepala Dusun. Serta Badan Permusyawaratan
Desa sebagai perwakilan masyarakat yang dipilih
secara demokratis. Kepala desa adalah pemimpin
dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa
berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan
bersama BPD dan perangkat desa.

Kepala desa dalam melaksanakan tugas tidak
bisa sendiri, melainkan dalam menjalankan tugas
perlu adanya kordinasi bersama BPD yang dibantu
oleh staf-staf desa yang biasa disebut sebagai
perangkat desa. Perangkat desa dalam
kedudukannya disebut sebagai pembantu bagi
kepala desa dalam  menjalakan  fungsi
pemerintahan. Perangkat desa diatur dalam
Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
dan Peraturan Mentteri Dalam Negeri homor 67
tahun 2017 tentang  pengangkatan  dan
pemberhentian perangkat desa. Dalam pasal-pasal
ini mengatur mengenai kedudukan dan tugas pokok
dari perangkat desa, dan pengangkatan dan
pemberhentian.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa, menjelaskan
bahwa Perangkat desa adalah unsur staf yang
membantu kepala Desa dalam penyusunan
kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam
sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas
kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur
kewilayahan.®  Berdasarkan  Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang
untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat
desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan
wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan
mekanisme yang telah diatur.” Kepala desa dipilih
langsung oleh warga desa. Kepala desa harus warga
negara Perangkat desa diangkat langsung oleh
kepala desa, dengan memperhatikan syarat dalam
Peraturan Menteri dalam Negeri homor 67 tahun
2017 pasal 2.

6 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
pasal 1 ayat (5)
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Permasalahan yang menarik untuk dibahas
berdasarkan penjelasan mengenai tanggung jawab
kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa.
Merujuk pada studi kasus dalam putusan
Mahkamah Agung Nomor:
63/G/2021/PTUN.Mdo. putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Manado tanggal 21 April 2022,
Diketahui Penggugat berinisial FJP merasa
kepentingannya dirugikan dengan diterbitkan
objek sengketa, karena Penggugat merupakan
perangkat desa Darunu Kecamatan Wori
Kabupaten Kabupaten Minahasa Utara, yang
namanya tercantum dalam objek gugatan yaitu
Surat Keputusan (SK) Hukum Tua Desa Darunu
pada Tanggal 06 September 2021 tentang
pemberhentian perangkat desa dengan inisial nama
FJP. Selama menjadi Perangkat Desa Darunu,
Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran-
pelanggaran atau larangan sebagai Perangkat Desa
sesuai Ketentuan Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa dan tidak pernah mendapatkan
sanksi administratif berupa teguran lisan atau
tulisan ataupun tindakan pemberhentian sementara
sebagaimana yang ada di dalam ketentuan Pasal 52
huruf (a) dan (b) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang
Desa. Keputusan Tergugat menerbitkan objek
gugatan tersebut dalam memberhentikan tetap
Penggugat sebagai perangkat desa, telah
merugikan Penggugat, karena Penggugat telah
kehilangan pekerjaan sebagai perangkat desa dan
kehilangan kesejahteraan sebagaimana diatur
dalam peraturan bupati No. 17 tahun 2019 bab IX
pasal 12.

FJP merupakan perangkat desa, dimana
selama penggugat melaksanakan tugas — tugas
dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang
melarang sebagai perangkat desa pasal 51 UU No.
6 tahun 2014 tentang Desa, dan selama
melaksanakan tugas perangkat desa tidak pernah
mendapat teguran/pemberhentian. Maka
berdasarkan uraian tersebut, penggugat
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara Manado. Keputusan tersebut menimbulkan
akibat hukum, karena Penggugat telah dinyatakan
diberhentikan sebagai Perangkat Desa Darunu,
sehingga dengan alasan-alasan yuridis yamg
diuraikan tadi dengan tegas menolak Obyek
Gugatan yang dikeluarkan oleh tergugat dan
menganggapnya tidak beralasan hukum.

https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-
bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-
perangkat-desa. Diakses pada tanggal 21 Juni 2023
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Mengenai Objek Gugatan yang diterbitkan
oleh Tergugat yang merugikan Penggugat telah
menyalahi ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang
baik.

Dari pokok perkara tersebut Majelis Hakim
mengadili dan mamutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;

2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Hukum
Tua Desa Darunu Nomor 17 Tahun 2021
tanggal, 06 September 2021 tentang
Pemberhentian Perangkat Desa dengan inisial
FJP;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat
Keputusan Hukum Tua Desa Darunu Nomor
17 Tahun 2021 tanggal, 06 September 2021
tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas
nama FJP;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan
Penggugat seperti kedudukan semula sebagai
Perangkat Desa Darunu Kec. Wori;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 430.200,00 (Empat Ratus
Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah).

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung

Nomor: 63/G/2021/PTUN.Mdo. maka diduga

kasus yang terjadi pada masyarakat desa

Tandengan Satu Kabupaten Minahasa, saat ini

masih terjadi pemberhentian perangkat desa oleh

kepala desa Tandengan Satu dalam melakukan
pemberhentian perangkat desa yaitu syarat dan
ketentuan yang dilakukan tidak sesuai dengan
proses pemberhentian prangkat desa Yyang
dikarenakan mengesampingkan aturan yang ada
hal tersebut tentunya tidak dibenarkan. Dimana hal
mengenai pemberhentian perangkat desa di desa

Tandengan Satu tidak sesuai karena selama

menjabat sebagai perangkat desa Tandengan Satu

para perangkat desa yang diberhentikan tidak
pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran atau
larangan sebagai Perangkat Desa sesuai ketentuan

Pasal 2 PERMENDAGRI nomor 67 Tahun 2017

Tentang Pengangkatan dan  Pemberhentian

Perangkat Desa dan para perangkat desa yang

diberhentikan tidak pernah mendapatkan sanksi

administratif berupa teguran lisan ataupun
tulisanataupun tindakan pemberhentian sementara.

B.Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemberhentian
perangkat desa menurut PERMENDAGRI
Nomor 67 Tahun 2017 ?

2. Bagaimana implementasi mengenai
pemberhentian perangkat desa di desa
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C. Metode Penulisan
Metode yang digunakan oleh penulis
adalah metode Hukum Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan pemberhentian perangkat desa
menurut PERMENDAGRI Nomor 67
Tahun 2017

Indonesia, sebagai negara hukum, tentunya
bertujuan untuk mencapai suatu negara yang
memiliki kesejahteraan. Prinsip dasar negara
hukum menuntut agar setiap tindakan yang
dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan pada
dasar hukum yang jelas, baik itu berdasarkan
hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Titik pusat dari perdebatan seputar desa
terfokus pada isu kewenangan, yaitu apakah
seharusnya secara sentralisasi atau secara
desentralisasi. Menurut ketentuan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa secara
administratif diatur di bawah naungan pemerintah
Kabupaten/Kota (local self government). Dengan
adanya Undang-undang tentang desa tersebut desa
memiliki hak otonomi baik berdasarkan aturan
yang telah ditentukan serta berdasarkan hak asal
usul dan adat istiadat yang masih hidup dan dapat
menentukan suatu susunan di pemerintahan desa,
dapat mengatur dan mengurus rumah tangga, serta
kekayaan dan aset pemerintah desa yang ada.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang
tentang desa, Kepala Desa diberi wewenang untuk
mengurus urusan pemerintahan, termasuk dana
desa, program kerja, dan penentuan perangkat desa
untuk menjalankan program desa yang telah
disepakati melalui musyawarah desa dengan
masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD). Meskipun demikian, dalam tatanan
Pemerintahan Desa, peran Kepala Desa seharusnya
tidak dianggap sebagai penguasa mutlak yang bisa
bertindak tanpa memperhatikan aturan, hal ini
terutama berlaku dalam proses pemberhentian
Perangkat Desa.

Melibatkan unsur kecenderungan pribadi
tanpa memperhatikan ketentuan adalah tindakan
yang tidak dapat dibenarkan. Keadaan semacam ini
sebenarnya mencerminkan bentuk nepotisme, di
mana pengisian jabatan dalam pemerintahan
didasarkan pada hubungan kedekatan pribadi dari
pada pada kemampuan yang seharusnya menjadi
pertimbangan utama. Dampak paling sederhana
yang mungkin timbul dari praktik pengisian
jabatan semacam itu dalam konteks pelayanan



publik adalah risiko terjadinya maladministrasi
akibat keterlibatan petugas yang kurang kompeten.

Perangkat Desa meskipun dapat diberhentikan
dari jabatannya, tindakan tersebut harus mengikuti
aturan  yang  diatur dalam  mekanisme
Pemberhentian Perangkat Desa. Pemberhentian
tidak dapat dilakukan secara sepihak atau tanpa
alasan yang kuat, sesuai dengan ketentuan yang
dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 5
tersebut menegaskan bahwa ada ketentuan-
ketentuan tertentu yang harus dipatuhi dalam
proses pemberhentian perangkat desa. Dimana
mengenai pemberhentian perangkat desa diatur
dalam pasal 5 yang memiliki bunyi sebagai berikut

1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa
setelah berkosultasi dengan camat.

2) Perangkat Desa berhenti karena :

a) Meninggal dunia
b) Permintaan sendiri; dan
c) Diberhentikan

3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ karena :

a) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b) Dinyatakan sebagai terpidana yang
diancam dengan pidana penjara  paling
singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap:

c) Berhalangan tetap;

d) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai
perangkat desa; dan

e) Melanggar larangan sebagai sebagai
perangkat desa.

4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b,
ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan
disampaikan kepada Camat atau sebutan lain
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah
ditetapkan.

5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dikonsultasikan
terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan
lain.

6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain
sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan
pada persyaratan pemberhentian perangkat
desa.®
Persyaratan Perangkat Desa Sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yaitu

8 Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa.
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terdapat Dalam PERMENDAGRI Nomor 67

Tahun 2017 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi :

a. Berpendidikan paling rendah  sekolah
menengah umum atau yang sederajat;

b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan
42 (empat puluh dua) tahun;

c. Dihapus;

d. Memenuhi kelengkapan administrasi.®
Kelengkapan persyaratan administrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

huruf d terdiri atas:

a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan
tanda penduduk;

b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan
di atas kertas bermaterai;

C. surat pernyataan memegang teguh dan
mengamalkan Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang
bersangkutan diatas kertas segel atau
bermaterai cukup;

d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai
dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh
pejabat berwenang atau surat pernyataan dari
pejabat yang berwenang;

e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal
lahir;

f. surat Kketerangan berbadan sehat dari
puskesmas atau petugas kesehatan yang
berwenang; dan

g. surat permohonan menjadi perangkat Desa
yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas
kertas segel atau bermaterai cukup bagi
perangkat Desa yang diproses melalui
penjaringan dan penyaringan.®
Larangan Perangkat desa sebagaimana

dimaksud pasal 5 ayat (3) huruf e yaitu terdapat

dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi sebagai

berikut :

1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh
kepala Desa setelah berkonsultasi dengan
camat;

2) Pemberhentian sementara perangkat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak

pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau
tindak pidana terhadap keamanan negara;

9 1lbid, Pasal 2 ayat 2
10 |pid, Pasal 3



b. dinyatakan sebagai terdakwa yang
diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register
perkara di pengadilan;

c. tertangkap tangan dan ditahan; dan

d. melanggar larangan sebagai perangkat
Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perUndang-Undangan.*!

Larangan Perangkat Desa sebagaimana

Dimaksud pasal 6 ayat (2) huruf d yaitu tedapat
dalam “Pasal 51 Undang-Undang Desa Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi sebagai berikut

a) merugikan kepentingan umum;

b) membuat keputusan yang menguntungkan diri
sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau
golongan tertentu;

c) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak,
dan/atau kewajibannya;

d) melakukan tindakan diskriminatif terhadap
warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

e) melakukan tindakan meresahkan sekelompok
masyarakat Desa;

f) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme,
menerima uang, barang, dan/atau jasa dari
pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan
atau tindakan yang akan dilakukannya,;

g) menjadi pengurus partai politik;

h) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi
terlarang;

i) merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau
anggota Badan Permusyawaratan Desa,
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah
Republik  Indonesia, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
dan jabatan lain yang ditentukan dalam
peraturan perundangan-undangan;

J) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye
pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala
daerah;

k) melanggar sumpah/janji jabatan; dan

) meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh)
hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas
dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.*?

Pada pasal 52 disitupun menjelaskan
mengenai sanksi yang dikenakan pada Perangkat

Desa apabila melanggar larangan yang ada pada

pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017

tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut :

1 1bid, Pasal 6
12 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51
tentang Desa
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1) Perangkat Desa yang melanggar larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai
sanksi administratif berupa teguran lisan
dan/atau teguran tertulis;

2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan,
dilakukan tindakan pemberhentian sementara
dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.™®

B. Implementasi Mengenai Pemberhentian
Perangkat Desa di Desa Tandengan Satu

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki wewenang untuk mengelola urusan
pemerintahan lokal desa berdasarkan hak asal-usul
dan tradisi yang diakui oleh pemerintah nasional
tingkat Kabupaten. Sebagai suatu desa yang
merupakan organisasi pemerintahan yang paling
kecil namun desa merupakan organisasi yang
paling dekat dengan masyarakat, dalam hal ini desa
juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur
dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa yang berbunyi sebagai berikut :
1. Desa berhak :

a. mengatur dan mengurus kepentingan
Masyarakat berdasarkan hak asal usul,
adat istiadat, dan nilai sosial budaya
masyarakat Desa;

b. menetapkan dan mengelola kelembagaan
Desa; dan

C. mendapatkan sumber pendapatan.

2. Desa berkewajiban :
a. melindungi dan menjaga persatuan,
kesatuan, serta kerukunan masyarakat
Desa dalam rangka kerukunan nasional
dan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

b. meningkatkan kualitas
masyarakat Desa;

c. mengembangkan kehidupan demokrasi;

d. mengembangkan pemberdayaan
masyarakat Desa; dan

e. memberikan dan meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat Desa.'*

Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan
terkecil tentu dalam melaksanakan kewajiban ada
suatu pemerintah desa yang terdiri atas Kepala
Desa dan Perangkat Desa untuk membantu Kepala
Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan.
Dalam struktur perangkat desa melibatkan
sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi dan
kepala kewilayahan.

kehidupan

13 pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
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Sebagai pemimpin Kepala Desa memiliki
tugas kewenangan dalam penyelenggaraan desa,
melaksanakan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat
desa. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud
dijelaskan dalam pasal 26 Undang- Undang nomor
6 Tahun 2014 sebagai berikut :

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat
Desa;

c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan
dan Aset Desa;

d. menetapkan Peraturan Desa;

e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa;

f. membina kehidupan masyarakat Desa;
membina  ketenteraman dan  ketertiban
masyarakat Desa;

h. membina dan meningkatkan perekonomian
Desa serta mengintegrasikannya agar
mencapai perekonomian skala produktif untuk
sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
Desa;

i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

j. mengusulkan dan menerima pelimpahan
sebagian kekayaan negara guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa;

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya
masyarakat Desa;

I.  memanfaatkan teknologi tepat guna;

m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara
partisipatif;

n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan
atau  menunjuk  kuasa hukum  untuk
mewakilinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

0. melaksanakan wewenang lain yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Perangkat desa sebagai bagian dalam
pemerintahan yang membantu tugas dan
wewenang kepala desa, Perangkat Desa pun
memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut

a. Sekertaris Desa
1. Melaksanakan urusan  ketatausahaan
seperti tata naskah, administrasi surat
menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum seperti
penataan administrasi perangkat desa,
penyediaan prasarana perangkat desa dan
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kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian aset, inventarisasi,
perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

3. Melaksanakan urusan keuangan seperti
pengurusan  administrasi  keuangan,
administrasi sumber-sumber pendapatan
dan pengeluaran, verifikasi administrasi
keuangan, serta administrasi penghasilan
Hukum Tua, Perangkat Desa, BPD, dan
lembaga pemerintahan desa lainnya.

4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti
menyusun rencana anggaran pendapatan
dan belanja desa, menginventarisir data-
data dalam rangka pembangunan,
melakukan pengendalian, monitoring dan
evaluasi program, serta penyusunan
laporan.

5. Ketua tim penyusun RPJM Desa dan RKP
Desa.

6. Koordinator pelaksana teknis pengelolaan
keuangan desa.

7. Koordinator penyusunan Laporan
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa

(LPPD).
8. Koordinator penyusunan Laporan
Keterangan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa (LKPPD).

9. Ketua kelompok kerja penyusunan dan
pengelolaan profil desa.

10. Pembantu pengelola aset desa.

11. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang
diberikan oleh Hukum Tua.®®

b. Kepala Urusan

1. Kepala Urusan berkedudukan sebagai
unsur staf sekretariat.

2. Kepala Urusan bertugas membantu
Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan
administrasi  pendukung  pelaksanaan
tugas-tugas pemerintahan.

3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai fungsi:

4. a. Kepala urusan tata usaha dan umum:

- melaksanakan urusan
ketatausahaan seperti tata naskah,
administrasi surat menyurat, arsip,
dan ekspedisi, dan penataan
administrasi perangkat desa,

- penyediaan prasarana perangkat
desa dan kantor,

- penyiapan rapat, dan



c. Kepala Seksi
1.

2.

3.

- pengadministrasian aset,
inventarisasi, perjalanan dinas, dan
pelayanan umum..

b. Kepala urusan keuangan :
- melaksanakan urusan Kkeuangan

seperti pengurusan administrasi
keuangan, administrasi sumber-
sumber pendapatan dan

pengeluaran,

- verifikasi administrasi keuangan,
dan

- administrasi penghasilan Hukum
Tua, Perangkat Desa, BPD, dan
lembaga  pemerintahan desa
lainnya.

c. Kepala urusan perencanaan :

- mengoordinasikan urusan
perencanaan seperti  menyusun
rencana anggaran pendapatan dan
belanja desa,

- menginventarisir data-data dalam
rangka pembangunan,

- melakukan monitoring dan evaluasi
program, serta

penyusunan laporan. 6

Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur
pelaksana teknis.

Kepala Seksi bertugas membantu Kepala
Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai fungsi:

a. Kepala Seksi Pemerintahan :

- melaksanakan manajemen
praja Pemerintahan,

- menyusun rancangan
desa,

- pembinaan masalah pertanahan,

- pembinaan  ketentraman  dan
ketertiban,

- pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, kependudukan,
penataan dan pengelolaan wilayah,
serta

- pendataan dan pengelolaan Profil
Desa.

b. Kepala Seksi Kesejahteraan :

- melaksanakan pembangunan
sarana prasarana perdesaan,

- pembangunan bidang pendidikan
dan kesehatan, serta

tata

regulasi
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- tugas sosialisasi dan motivasi
masyarakat di bidang budaya,
ekonomi,  politik,  lingkungan
hidup, pemberdayaan keluarga,
pemuda, olahraga, dan karang
taruna.

Kepala Seksi Pelayanan :

- melaksanakan penyuluhan dan
motivasi terhadap pelaksanaan hak
dan kewajiban masyarakat,

- meningkatkan upaya partisipasi
masyarakat, pelestarian nilai sosial
budaya masyarakat, keagamaan,
dan ketenagakerjaan.!’

d. Kepala Kewilayahan

1.

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya
berkedudukan sebagai unsur satuan tugas
kewilayahan yang bertugas membantu
Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya
di wilayahnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Kepala

Kewilayahan atau sebutan lainnya

memiliki fungsi:

- Pembinaan ketentraman dan
ketertiban, pelaksanaan upaya

perlindungan masyarakat, mobilitas

kependudukan, dan penataan dan
pengelolaan wilayah.
- Mengawasi pelaksanaan

pembangunan di wilayahnya.
- Melaksanakan pembinaan
kemasyarakatan dalam meningkatkan

kemampuan dan kesadaran
masyarakat dalam menjaga
lingkungannya.

- Melakukan upaya-upaya
pemberdayaan masyarakat dalam
menunjang kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan. 8

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa yang diatur lebih terperinci pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2017 bahwa Kepala Desa memiliki wewenang
untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat
Desa sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam
Undang-Undang. Dapat diartikan bahwa suatu
wewenang yang diberikan kepada Kepala Desa
tidak bisa dilakukan hanya dengan keinginan
pribadi saja melainkan harus berdasarkan aturan
dalam perUndang-Undangan.

18 |pid, Pasal 11



Implementasi mengenai wewenang kepala
desa dalam hal mekanisme pemberhentian
Perangkat Desa, maka kegiatan pemberhentian
Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa
Tandengan  Satu, Kecamatan Eris dalam
pelaksanaannya belum sesuai dengan isi Pasal 6
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa. Sesuai dengan peraturan pada
Pasal 6 PERMENDAGRI Nomor 6 Tahun 2017
yang menjelaskan bahwa :

1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh
kepala Desa Setelah berkonsultasi dengan
Camat;

2) Pemberhentian Sementara Perangkat Desa
Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam

tindakan pidana korupsi, terorisme, makar,
dan atau tindak pidana terhadap keamanan
negara;

b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang
diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register
perkara di pengadilan;

c. Tertangkap tangan dan ditahan; dan

d. Melanggar larangan sebagai perangkat
desa yang diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti
bersalah berdasarkan keputusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
dikembalikan kepada jabatan semula.®
Sesuai dengan penjelasan di atas pada ayat

maka penulis melakukan wawancara yang

bertempat di kantor Kecamatan Eris, wawancara
tersebut dilakukan bersama Bapak camat yang
mengatakan :

“Kepala Desa di Desa Tandengan Satu telah

berkonsultasi dengan Camat Kecamatan Eris.

Camat menjelaskan bahwa Kepala Desa memiliki

wewenang untuk memberhentikan perangkat desa

meskipun belum mencapai usia 60 tahun. Camat
juga menjelaskan bahwa pemberhentian perangkat
desa bisa dilakukan jika sudah tidak sejalan lagi
dengan Kepala Desa, karena sinergi antara
perangkat desa dan kepala desa penting untuk
menjalankan program kerja. Pengangkatan dan
pemberhentian perangkat desa dianggap sebagai
hal yang biasa terjadi dalam pemerintahan.

19 pasal 6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2017
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Misalnya, dalam pemerintahan pusat, jika terjadi
pergantian pemimpin, kabinet yang tidak sejalan
dengan pemimpin baru akan digantikan.”.?°

Selain hasil wawancara yang dilakukan
penulis dengan Camat Kecamatan Eris untuk
melengkapi penelitian terkait pemberhentian
perangkat desa yang dilakukan di Desa Tandengan

Satu, Kecamata Eris maka penulis melakukan

wawancara juga pada Kepala Desa Tandengan Satu

yang mengatakan :

“Penyebab pemberhentian Perangkat Desa tersebut

adalah karena tidak maksimalnya pelaksanaan

tugas penagihan pajak yang berdampak pada
ketidakcapaian target penagihan pajak. Selain itu,

Perangkat Desa tidak menghadiri rapat Kkerja

pemerintahan desa, sehingga tidak mengetahui

hasil rapat yang harus disampaikan kepada
masyarakat. Kepala Desa menganggap hal ini
sebagai tanda ketidakbertanggungjawaban dalam
melaksanakan tugas pemerintahan, sehingga

Perangkat Desa tersebut diberhentikan.”?
Pemberhentian perangkat desa yang diatur

dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa menjelaskan dengan jelas mengenai

pemberhentian Perangkat Desa Yyang mana

perangkat desa tersebut dapat diberhentikan
apabila dengan jelas melanggar larangan-larangan

yang telah ditetapkan dimana tertulis pada pasal 51

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa :

1. Merugikan kepentingan umum;

2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri
sendiri, anggota kelurga, pihak lain, dan/ atau
golongan tertentu;

3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak,
dan/atau kewajiban;

4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap
warga dan/atau golongan masyarkat tertentu;

5. Melakukan tindakan meresakan sekelompok
masyarkat desa;

6. Melakukan kondisi, korupsi, dan nepotisme,

menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari

pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan
atau tindakan yang akan dilakukanya;

Menjadi pengurus partai politik

8. Menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi
terlarang;

9. Merangkap jabatan sebagai ketuas dan/ atau
anggota Badan Permuswaratan Desa, anggota
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi

~

21 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tandengan Satu, 10
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atau Dewan -Dewan Perwakilan Daerah
kabupaten/kota, dan jabatan lain yang
ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan;

10. Ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye
pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala
Daerah;

11. Melanggar sumpah/ janji jabtan; dan

12. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh)
hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas
dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.??
Seorang perangkat desa maka diberhentikan

apabila melakukan larangan-larangan tersebut.

Dalam hal ini Perangkat Desa yang telah

melakukan larangan tidak langsung diberhentikan

melainkan dikenai sanksi Administratif baik
berupa teguran lisan ataupun teguran tertulis.?

Berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan

penulis dengan salah satu Perangkat Desa yang

diberhentikan di Desa Tandengan Satu, Kecamatan

Eris, Kabupaten Minahasa yaitu Perangkat Desa

mengatakan :

“Saya  diberhentikan  kemudian  langsung

digantikan dengan perangkat desa yang baru tanpa

pemberitahuan terlebih dahulu, saat diberhentikan
pun saya masih berusia 50 Tahun yang dimana
sesuai dengan aturan yang mengatur tentang usia

Perangkat Desa usia saya masih sesuai dengan

aturan yang sudah ditetapkan. Dalam menjalankan

tugas dan kewajiban pun saya tidak pernah
melanggar larangan-larangan yang ada dalam

Undang-Undang Desa, tidak pernah terlibat

kampanye saat adanya pelaksanaan PILHUT,

kalaupun berbicara tentang loyalitas saya sangat
loyal pada Kepala Desa pada saat dia menjabat dan
sampai saat dia mencalonkan diri sebagai Kepala

Desa, beliau pun tau bagaimana loyalitas saya pada

beliau. Saat diberhentikan pun atau sebelum

diberhentikan dan digantikan dengan Perangkat

Desa yang baru saya tidak pernah mendapat

teguran lisan ataupun teguran tertulis.”

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa.
Pemberhentian harus dilakukan sesuai dengan
mekanisme yang ditetapkan, dan tidak boleh
dilakukan secara sepihak atau tanpa alasan
yang kuat. Langkah-langkah yang diperlukan,
termasuk koordinasi dengan pihak berwenang

22 pasal 51, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
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seperti camat, hal tersebut harus dilakukan
agar memastikan bahwa dalam pemberhentian
yang dilakukan Kepala Desa sesuai dengan
aturan pada Pasal 6 ayat (1), kemudian dalam
hal pemberhentian Perangkat Desa itu
desebabkan oleh pelanggaran akan larangan-
larangan yang terdapat pada pasal 6 ayat (2)
apabila terjadi pelanggaran maka Perangkat
Desa akan ditegur secara tertulis maupun tidak
tertulis apabila teguran tersebut tidak
diindahkan maka Perangkat Desa sesuai
dengan pasal Pasal 6 ayat (1) akan
diberhentikan sementara. Dengan demikian
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2017 merupakan aspek kursial dalam
menjalankan proses pemberhentian Perangkat
Desa secara adil sesuai dengan ketentuan
Hukum.

2. Implementasi Pemberhentian Perangkat Desa
di Desa Tandengan Satu, Kecamatan Eris
dalam hal Pasal 5 ayat (1) tentang
berkonsultasi dengan camat  terkait
pemberhentian Perangkat Desa Kepala Desa
telah melakukan hal tersebut. Namun
berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan
maka berdasarkan wawancara tersebut
disimpulkan bahwa Kepala Desa
memberhentikan  Perangkat Desa hanya
berdasarkan karena Perangkat Desa sudah
tidak sinegritas lagi dengan Kepala Desa, maka
pemberhentian  yang  dilakukan  tidak
berdasarkan karena terjadi pelanggaran atas
larangan-larangan yang tertulis pada Pasal 6
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 tahun 2017.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah memberikan sosialisasi
kepada Camat serta Pemerintahan Desa agar
lebih  memahami dengan baik tentang
ketentuan-ketentuan mengenai pengangkatan
dan pemberhantian Perangkat Desa yang diatur
dalam PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun
2017.

2. Kepala Desa sebaiknya menguasai dan
memahami ketentuan mengenai pemberhentian
Perangkat Desa yang diatur  dalam
PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa, untuk mencegah terjadi
penyalahgunaan wewenang serta untuk
menghindari kerugian bagi Perangkat Desa
yang diberhentikan.

23 |bid, Pasal 52
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